BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1.

Gambaran Umum Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan

Bank Jateng Syariah merupakan unit bisnis yang di bentuk oleh
Bank Jateng guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa
perbankan berbasis syariah. Unit usaha syariah Bank Jateng resmi dibuka
pada tanggal 26 april 2008, berkantor pusat di Kota Semarang yaitu di
Gedung Grinata Lt. IV, JI. Pemuda No. 142 Semarang. Pada awal
operasionalnya, Bank Jateng Syariah membuka kantor cabang syariah
pertama di Surakarta dan mulai operasional pada tanggal 21 Mei 2008 di
JI. Slamet Riayadi No. 236 Surakarta. Sampai dengan tahun 2020, Bank
Jateng telah mengoprasionalkan 20 kantor cabang syariah, 24 kantor
cabang pembantu syariah, 10 payment point, 20 kantor kas syariah, 111
layanan Syariah (office chanelling) yang tersebar diseluruh wilayah Jawa
Tengah & 2 ATM Syariah.

Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan berada di JI. Imam
Bonjol No.83 Pekalongan. Nasabah Bank Jateng Syariah juga melakukan
transaksi tarik-setor rekening tabungan di Seluruh Kantor Cabang, Kantor
Cabang Pembantu maupun Kantor Kas Bank Jateng di Jawa Tengah.
Disamping kemudahan akses layanan dimaksud, beragam produk dan jasa

keuangan perbankan dengan prinsip syariah juga dapat dinikmati oleh
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nasabah, baik produk pembiayaan, pendanaan maupun jasa lainnya dengan
fitur dan layanan yang sangat bersaing.
2. Produk Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan
a) Layanan Tabungan Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan
Produk tabungan ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan

maupun lembaga atau organisasi. Tabungan Bima tersedia dalam mata
uang rupiah, dengan keuntungan penghitungan bunga dilakukan
harian. Nasabah yang memiliki rekening tabungan bima, rekening
tersebut dapat dijadikan sebagai agunan untuk mengajukan kredit.
Setoran dan penarikan sangat fleksibel, dapat dilakukan setiap saat,
melalui ATM Bank Jateng, ATM berlogo Bersama, dan EDC berlogo
Prima. Nasabah mendapatkan kesempatan untuk memenangkan undian
berhadiah yang diadakan dua kali dalam satu tahun. Layanan tabungan
ini tersedia dalam tiga produk, yaitu Tabungan Bima Umum,
Tabungan Bima ABP (Antar Bank Pasiva), dan Tabungan Bima ABA
(Antar Bank Aktiva). Tabungan Bima Umum diperuntukkan bagi
nasabah perorangan maupun lembaga atau organisasi. Sedangkan
Tabungan Bima ABP dan ABA diperuntukkan bagi nasabah
perusahaan yang bergerak di bidang perbankan.

b) Layanan Tabunganku Bank Jateng

Layanan tabungan ini diterbitkan oleh bank-bank di Indonesia

untuk meningkatkan budaya menabung, sebagai bentuk kepedulian

3 https://syariah.bankjateng.co.id/personal/sarana-bisnis/lokasi/?region=pekalongan.
Diakses pada 14/02/2021
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untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas tabungan ini
menawarkan layanan bebas biaya administrasi, setoran awal sangat
ringan, dan saldo minimum yang relatif rendah. Penarikan paling
rendah Rp 20.000.
Layanan Simpeda Bank Jateng

Layanan ini merupakan produk tabungan dalam mata uang rupiah,
diperuntukkan bagi nasabah perorangan serta lembaga atau organisasi.
Bunga diperhitungkan harian, penarikan dapat dilakukan sewaktu-
waktu melalui fasilitas ATM Bank Jateng, ATM berlogo Bersama, dan
EDC berlogo Prima. Nasabah berpeluang memenangkan hadiah undian
seperti pada tabungan Bima. Layanan ini terdiri dari empat produk,
yaitu Simpeda Umum, Simpeda Hipprada (diperuntukkan bagi pelajar,
PNS, TKI, dan Pensiunan), Simpeda ABP, serta Simpeda ABA.
Deposito Bank Jateng Syariah

Deposito merupakan layanan simpanan berjangka, tersedia dalam
pilihan mata uang Rupiah maupun Dollar Amerika. Fasilitas ini dapat
digunakan sebagai agunan untuk mengajukan kredit. Jangka waktu
pinjaman yang tersedia adalah 1,3,6,12, dan 24 bulan.
Giro Bank Jateng

Layanan penyimpanan dalam bentuk Giro diperuntukkan bagi
nasabah perorangan maupun lembaga atau organisasi. Tersedia dalam
pilihan mata uang Rupiah dan Dollar Amerika. Penarikan dapat

dilakukan sewaktu-waktu dan bisa dilakukan melalui fasilitas ATM
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Bank Jateng, ATM berlogo Bersama, dan EDC berlogo Prima.
Beberapa produk Giro Bank Jateng antara lain:

1) Giro Pemerintah Pusat, setoran awal minimal Rp 500.000,-

2) Giro Pemerintah Daerah, setoran awal minimal Rp 500.000,-

3) Giro Instansi Lainnya, setoran awal minimal Rp 20.000,-

4) Giro Kas Daerah, setoran awal minimal Rp 500.000,-

5) Giro Swasta, setoran awal minimal Rp 1.000.000,-

6) Giro Antar Bank Pasiva, setoran awal minimal Rp 500.000,-

7) Giro Valuta Asing, setoran awal minimal USD 250

8) Giro Penampungan, setoran awal minimal Rp 500.000,-
Kredit Personal Bank Jateng Syariah

Layanan ini diperuntukkan bagi PNS, pegawai atau karyawan
BUMN/BUMD/BHMN, karyawan swasta, PTT, Pensiunan, Kepala
Daerah, Wakil Kepala Daerah, dll. Fasilitas ini merupakan kredit
berjangka. Jaminan atau agunan sangat fleksibel, disesuaikan
kemampuan angsuran masing-masing.
Kredit Modal Kerja Bank Jateng

Fasilitas kredit ini merupakan produk yang diperuntukkan bagi
pihak pengusaha atau untuk membiayai kegiatan usaha produktif.
Jangka waktu pinjaman tiga tahun dengan tingkat suku bungan 14-18
persen per tahun (floating rate), untuk nasabah prima 13 persen per
tahun.

Kredit Berjangka (Investasi) Bank Jateng
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Fasilitas kredit ini ditujukan untuk membiayai investasi bagi usaha-
usaha produktif dengan jangka waktu pinjaman paling lama lima
tahun. Jaminan atau agunan berupa barang tidak bergerak. Tingkat
suku bungan seperti pada Kredit Modal Kerja.

3. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Second Way Out oleh Notaris di
Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan
Berdasarkan wawancara dengan narasumber tentang beberapa kasus
kredit macet dapat di deskripsikan sebagai berikut:
Penyebab kredit macet:
“Nasabah kurang mampu mengelola usahanya. Pada saat mengajukan
pembiayaan calon nasabah selalu optimis akan kemajuan usahanya dan
selalu menjelaskan prospek usahanya, tetapi setelah dana itu

direalisasikan yang terjadi adalah ketidaksesuaian antara kerja yang

diberikan dengan realitas dilapangan bahkan nasabah tidak mau

memberikan perkembangan hasil usahanya™ .

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
memang terdapat beberapa kasus kredit macet di Bank Jateng Syariah Cabang
Pekalongan. Sebabnya tentu berbagai macam, antara lain: 1) nasabah kurang
mampu mengelola usahanya; 2) ketidaksesuaian antara kerja yang diberikan
dengan realitas dilapangan; 3) ada beberapa nasabah tidak mau memberikan
perkembangan hasil usahanya. Dari ketiga permasalahan tersebut pada intinya
ada nasabah yang tidak punya usaha, akan tetapi pura-pura mempunyai usaha

dengan berbohong dan membuat data palsu.

3 Wawancara Pribadi, Indra Susanti, S.H selaku Kepala Seksi AMU, Restrukturisasi dan
Penyelesaian Kredit Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan, Pada 22 Desember 2020 Pukul
14.00 WIB
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Kutipan wawancara di atas juga sebagai bahan evaluasi karyawan Bank
Jateng Syariah Cabang Pekalongan khususnya bagian lapangan supaya lebih
teliti lagi dalam survey atau mengumpulkan data dari nasabah. Bukan semata-
mata yang penting target perusahaan tercapai, akan tetapi pada akhirnya
terjadi kredit macet. Adanya kredit macet tersebut membuat pihak bank
apabila di audit tentu hasilnya tidak baik. Efeknya akan adanya sanksi dari
pemerintah daerah khususnya Jawa Tengah kepada Bank Jateng Syariah
Cabang Pekalongan.

Pada awal tahun 2020 penyebaran Covid-19 semakin tinggi di
Indonesia. Tepatnya bulan Maret 2020 kasus terinfeksi Covid-19 semakin
tidak terkendali. Sehingga pemerintah melakukan pencegahan, antara lain
dengan social distancing. Efek dari pembatasan tersebut banyak nasabah
yang kolaps usahanya, karena apa yang diperjual belikan tidak ada yang
membeli, atau dalam kata lain tidak ada pemasukan. Hal tersebut
mengakibatkan banyak nasabah mengajukan relaksasi kredit ke Bank Jateng
Syariah Cabang Pekalongan. Ada juga yang memang sudah tidak mampu
membayar, sehingga menimbulkan kredit macet.

Efek yang ditimbulkan karena pandemi terhadap setiap orang bisa
berbeda-beda. Contohnya, untuk para pelaku bisnis online pandemi bisa
meningkatkan penjualan karena banyaknya orang yang lebih memili
berbelanja secara online tanpa harus keluar rumah. Tapi efek yang
berlawanan untuk jenis bisnis lain, terutama bisnis tipe offline yang lebih

banyak bergantung terhadap profit yang dihasilkan dari membeli langsung
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atau makan ditempat. Dengan adanya pandemi tentu saja bisnis-bisnis jenis
ini  mengalami penurunan profit yang sangat siginifikan, bahkan
kebangkrutan.

Tidak hanya untuk para pelaku bisnis, untuk para pekerja pun banyak
yang terpaksa harus mengalami pemotongan gaji hingga PHK karena
banyaknya perusahaan yang mengalami defisit besar-besaran sebagai salah
satu dampak dari pandemi. Untuk itu, mereka yang baik pekerja atau pelaku
bisnis yang memiliki utang seperti cicilan rumah sampai modal usaha tentu
menjadi sangat sulit untuk melakukan pembayaran cicilan utang karena
mengalami penurunan penghasilan.

Seperti kutipan wawancara berikut ini tentang dampak Covid-19 bagi
usaha nasabah di Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan:

“Tidak ada yang mengira akan seperti ini, semua serba dibatasi, tentu

saja usaha saya sebagai peternak ayam menjadi susah. Banyak sumber

pendapatan saya dari warung makan, sekarang menjadi berkurang 70%.

Tentu saja biaya produksi tidak dapat Kembali. Maka saya mengajukan

program relaksasi ke Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan”.’

Berdasarkan wawancara di atas, pihak Bank Jateng Syariah Cabang
Pekalongan sudah menerapkan program restrukturisasi pinjaman. Akan tetapi
tentu saja nasabah harus memenuhi persyaratan yang Bank Jateng Syariah
Cabang Pekalongan ajukan. Antara lain, angsuran sebelum bulan Maret 2020
tidak boleh terlambat, melangkapi data usaha, kerugian dan lain sebagainya.

Tentu saja apabila pengajuan restrukturisasi di setujui akan menghindarkan

3 Wawancara Pribadi, Nasabah Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan, Pada 23
Desember 2020 Pukul 10.00 WIB
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nasabah dari kredit macet. Sehingga ada win win solution antara nasabah dan
pihak perbankan.
B. Temuan Penelitian
Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam

kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan
untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang
dilakukan pihak bank antara lain melalui:

1. Penurunan suku bunga kredit;

2. Perpanjangan jangka waktu kredit;

3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;

4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;

5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau

6. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi
kredit kepada bank yaitu:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga

kredit; dan
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu
memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) aktif

melakukan monitoring agar debitur restrukturisasi dapat kembali lancar
memenuhi kewajibannya. Direktur Bisnis Ritel dan Unit Usaha Syariah Bank

Jateng Hanawijaya menyebutkan perseroan telah melakukan restrukturisasi
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kepada 15.511 debitur dengan nilai outstanding Rp4,51 triliun sampai dengan
14 September 2020.°> Perseroan berharap usaha debitur ddpat kembali
bangkit setelah direstrukturisasi. Jikapun terdapat debitur yang sulit bangkit,
Bank Jateng membuka peluang untuk restrukturisasi tahap ke-2.

Setelah restrukturisasi dilakukan, Bank Jateng Syariah Cabang
Pekalongan tetap memonitor pembayaran nasabah. Langkah ini agar
perseroan dapat segera mengambil langkah-langkah antisipasi apabila
pelaksanaan restrukturisasi tidak sesuai dengan yang telah disepakati dengan
nasabah. Jika usaha nasabah telah membaik, maka kewajiban akan
dikembalikan ke angsuran normal. Pengembalian ke angsuran normal
dilakukan dalam dua periode, yakni September-Desember 2020 dan Januari-
Maret 2021.

Peneliti juga mewawancarai nasabah tentang alur pengajuan
restrukturisai di Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan sebagai berikut:

“Saya diberikan form pengajuan keringanan kredit oleh karyawan Bank

Jateng Syariah Cabang Pekalongan, kemudian pihak bank melakukan

survey untuk mengecek data saya di form sudah sesuai belum dengan

yang ada di lapangan”.*

Proses aturan pengajuan restrukturisasi kredit pada setiap bank memang
memiliki sedikit perbedaan. Tapi secara umum, proses pengajuan program

restruturisasi kredit adalah seperti berikut ini:

1. Menghubungi Pihak Bank

3 https:/finansial.bisnis.com/read/20200916/90/£292665/restrukturisasi-rp451-triliun-ini-
strategi-bank-jateng-tekan-kredit-bermasalah.

4 Wawancara Pribadi, Nasabah Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan, Pada 23
Desember 2020 Pukul 10.00 WIB
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Cara paling mudah untuk menghubungi bank terkait untuk
pengajuan restrukturisasi utang adalah dengan menelpon sales
atau relationship manager dahulu yang pernah membantu proses
pengajuan kredit (untuk KPR) untuk membantu proses pengajuan
program. Untuk KTA dan kartu kredit bisa menghubungi call
center langsung atau mengirim email ke bank/leasing yang
bersangkutan. Pada email, selain pengajuan, nasabah juga harus
meminta format sah surat pengajuan dari bank tersebut untuk diisi
dan dikirim kembali melalui email jika nasabah tidak menemukan
atau mengetahui format yang benar. Jika bank terkait ternyata
buka dan melayani secara tatap muka, nasabah bisa langsung
mendatangi customer service dan meminta informasi lengkap
mulai dari syarat, aturan dan kelengkapan yang dibutuhkan untuk
pengajuan restrukturisasi.

Dihubungi PIC Bank

Berikutnya nasabah harus menunggu panggilan dari pihak
PIC Bank untu bisa masuk ke tahap berikutnya. Biasanya nasabah
harus menunggu sekitar 1,5 minggu atau 10 hari lebih sejak email
atau surat pengajuan dikirim. Walaupun seluruh proses
berlangsung lama, nasabah harus tetap bersabar karena pengajuan
yang membludak akibat pandemi bisa menjadi faktor utama
lamanya proses. Jika perlu naabah sering-sering follow up ke

customer service atau sales yang membantu proses pengajuan
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program dengan menelpon atau mengirim email untuk
menanyakan status agar PIC segera menghubungi nasabah.
Interview PIC Bank
Ketika sudah dihubungi, PIC Bank akan menjelaskan
proses restruktur kredit dan menanyakan beberapa informasi
penting kepada debitur terkait pengajuan program seperti:
a) Alasan pengajuan minta keringanan
b) Kondisi keuangan saat ini
¢) Kondisi perusahaan tempat bekerja serta alamat kantor dan
dampak seperti apa yang dialami perusahaan dan
karyawannya.

Perlu diingat untuk mempersiapkan jawaban sebaik
mungkin. Karena jawaban yang naabah berikan akan menentukan
hasil evaluasi bank. Apakah pengajuan restrukturisasi di kabulkan
atau tidak. PIC Bank juga akan menjelaskan beberapa proses
pengajuan yang penting untuk dilakukan sebagai pemenuhan
persyaratan utama yaitu:

a) Penyampaian dokumen persyaratan

b) Evaluasi bank atas pengajuan debitur

c) Persetujuan dan usulan restruktur yang disetujui oleh bank
d) Persetujuan debitur atas usulan restruktur kredit

e) Tanda tangan kontrak perjanjian kredit yang baru setelah

restruktur.
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4. Mempersiapkan Ketentuan Dokumen Pengajuan
Setelah interview dari PIC Bank, debitur diharapkan untuk
mengirimkan persyaratan dokumen yang diminta sebagai
kelengkapan pengajuan. Biasanya bank memiliki persyaratan
dokumen yang berbeda-beda. Namun umumnya persyaratan
dokumen yang harus dipersiapkan adalah:
a) Surat permohonan sesuai format bank sudah diisi.
b) Rekening Koran 3 bulan terakhir
¢) KTP suami dan KTP lIsteri
d) Kartu Keluarga
e) Akte Nikah
f) Dokumen/Surat Keterangan dari perusahaan yang
menyatakan bahwa ada pengurangan income dan slip gaji.
Jangan lupa untuk mengisi surat permohonan format bank
dengan benar mulai dari data diri dan identitas sesuai KTP, jenis
pinjaman yang ingin di ringankan, alasan pengajuan dengan
penjelasan yang tepat dan jelas dan jenis skema restrukturisasi
yang diinginkan (penurunan suku bunga, grace period atau
perpanjangan tenor/jangka waktu kredit).
5. Kirim Persyaratan Dokumen Melalui Email
Setelah dokumen yang dimaksud sudah lengkap, debitur
hanya perlu mengirimkan seluruh dokumen melalui email PIC.

Jadi nasabah yang ingin mengajukan restrukturisasi utang tidak
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perlu lagi repot-repot ke bank pusat/cabang untuk mengantarkan
dokumen persyaratan. Cek semua kelengkapan dokumen dengan
baik, dan jangan lakukan secara terburu-buru. Persiapan yang
baik akan memperlancar proses dan mempercepat hasil.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan
prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling
menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan
dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai
kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan
spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam
produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan
yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan
yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia
tanpa terkecuali. Namun demikian dalam sistem perbankan syariah lebih kecil
mengandung risiko dalam pemberian kredit kepada masyarakat.

Risiko kredit yang dalam bank syariah diistilahkan dengan risiko
pembiayaan yang biasanya terjadi jika counterparty tidak bisa memenuhi
kewajibannya (wanprestasi). Seringkali adalah para nasabah yang tidak bisa
tepat waktu memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Pembiayaan
murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang bisa dikatakan
mekanisme pembayarannya dilaksanakan secara kredit atau cicilan. Karena
pembiayaan murabahah merupakan jenis akad jual beli barang dengan

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh
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penjual dan pembeli dimana dalam mengembalikan dana pinjaman oleh
nasabah bisa dilakukan dalam bentuk cicilan atau kredit. Kredit yang
diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga bank dituntut kemampuan
dan efektivitasnya dalam mengelola resiko kredit dan meminimalkan potensi
kerugian sehingga bank wajib memperhatikan asas perkreditan yang sehat.

Temuan penelitan tentang bagaimana upaya notaris dalam penyelesaian
kredit macet di Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan bahwa Pihak
kreditur Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan apabila dalam Perjanjian
Kreditnya cukup hanya dibuat secara bawah tangan, maka tidak
menggunakan wewenang jabatan Notaris sesuai dengan UUJN. Pemasangan
Hak Tanggungan dengan APHT yang menjadi wewenang jabatan PPAT
sesuai ketentuan UUHT cukup didahului dengan Perjanjian Kredit secara
bawah tangan® . !

Kemudian tentang tata cara penyelesaian kredit macet hingga sampai
barang jaminan disita oleh pihak bank seperti kutipan wawancara di bawah
ini:

“Tentunya Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan mempunyai

kebijakan dalam memberikan solusi bagi nasabah yang mengalami

kredit macet yaitu dengan asas kekeluargaan terlebih dahulu namun
apabila nasabah tidak mengindahkan maka Bank Jateng Syariah Cabang

Pekalongan memberikan surat peringatan kepada nasabah sebanyak 3x

apabila tidak mengindahkan maka pihak Bank Jateng Syariah Cabang
Pekalongan akan mengambil barang jaminan yang ada pada nasabah™* .

4 Wawancara, lbu Made Linggarasih, S.H (notari§ PPAT wilayah kerja Kota Pekalongan
(rekanan Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan). Pada 22 Desember 2020

4 Wawancara Pribadi, Bayu Priyo Sulistyo, S.E’selaku Pincapem Bank Jateng Syariah
Capem Pekalongan, Pada 22 Desember 2020 Pukul 14.00 WIB.
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Hal tersebut berbeda apabila Pihak kreditur Bank Jateng Syariah
Cabang Pekalongam membuat Perjanjian Kreditnya secara Notaril. Perjanjian
Kredit yang dibuat secara Notaril merupakan wewenang jabatan Notaris
sesuai dengan ketentuan UUJN. Perjanjian kredit yang dibuat secara bawah
tangan dan kemudian dilegalisir oleh Notaris juga merupakan wewenang
jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan UUJN.  Pemasangan Hak
Tanggungan didahului dengan Perjanjian Kredit Notariil atau Perjanjian
Kredit bawah tangan yang dilegalisir untuk kemudian dibuatkan APHT oleh
PPAT sesuai dengan ketentuan UUHT.

Wewenang notaris dalam penyelesaian kredit macet seperti kutipan
wawancara di bawabh ini:

“Jadi wewenang Notaris di Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan
dalam pemasangan Hak Tanggungan untuk menyelesaikan kredit macet
dengan second way out adalah apabila APHT didahului dengan
Perjanjian Kredit secara Notaril dan Perjanjian Kredit bawah tangan
yang dilegalisir. Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan
menggunakan Perjanjian Kredit secara Notaril untuk kredit
produktifnya. Beberapa Bank cukup hanya menggunakan Perjanjian
Kredit yang dibuat bawah tangan, salah satu alasannya adalah untuk
mengurangi beban biaya debitur™ .

Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan tidak disebutkan dalam
UUHT harus didahului dengan Perjanjian Kredit yang dibuat secara Notaril* .
Pemasangan Hak Tanggungan tidak selalu didahului dengan SKMHT.

SKMHT diperlukan apabila jaminan kredit membutuhkan proses roya,

jaminan kredit didahului dengan proses jual beli sebelum akad perjanjian

4 Wawancara Pribadi, Made Linggarasih, S.H sefaku Notaris PPAT Wilayah Kerja Kota
Pekalongan (Notaris rekanan Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan). Pada 22 Desember 2020
Pukul 14.00 WIB

4 Wawancara, lbu Made Linggarasih, S.H (notari¢ PPAT wilayah kerja Kota Pekalongan
(rekanan Bank Jateng Syariah Cabang Pekalongan). Pada 22 Desember 2020
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kredit, serta apabila jaminan kredit belum selesai dilakukan cek sertifikat oleh
Notaris.

Penyelesaian masalah kredit macet tersebut secara normatif maka
dapat diproses secara hukum, hal ini dapat meliputi proses litigasi maupun
non litigasi. Kedua cara penyelesaian ini tentu memiliki kelebihan dan
kekurangan masing-masing. Proses penyelesaian melalui litigasi di dalam
pengadilan dan proses non litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui
kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan
kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul
kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam
penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan
menimbulkan permusuhan diantara para pihak. Sebaliknya melalui proses non
litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution, dijamin
kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan
karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan secara komprehensif

dan kebersamaan dengan tetap menjaga hubungan baik di antara para pihak.



